
 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 

NOMOR  TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 9 
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA 
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 
NOMOR 10  TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG 
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BUTON, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di 
Daerah, maka pemungutan retribusi izin gangguan di 
Kabupaten Buton harus dihentikan; 

  b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam 
penghentian pemungutan retribusi izin gangguan, perlu 
dilakukan pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Buton Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin 
Gangguan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton 
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 
2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 
2010 tentang Retribusi Izin Gangguan; 

 



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5233); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin 
Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin 
Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 481); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON 

dan 

BUPATI BUTON 



MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 9 
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN 
DAERAH KABUAPTEN BUTON NOMOR 10 TAHUN 2016 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN BUTON NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG 
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN. 

 

Pasal 1 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 
2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 9), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 
2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 120), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Buton. 

 

Ditetapkan di Pasarwajo 

pada tanggal       2018 

 

BUPATI BUTON, 

 

 

        LA BAKRY 

 

 

 

 

 

 


